BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat
disimpulkan :

1. Perjanjian pembiayaan antara PT. Dipo Star Finance dan PT.
Sedayu Citra Mobil adalah perjanjian yang tidak sah. Dalam
pasal 1320 KUHPerdata terkandung empat syarat sahnya
perjanjian, dan perjanjian ini tidak memenuhi syarat keempat
yaitu kausa yang halal yang mewajibkan isi perjanjian tidak
melanggar ketentuan perundang-undangan. Perjanjian
pembiayaan tersebut tidak memenuhi persyaratan kausa yang
halal karena melanggar pasal 47 dan pasal 50 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK
35/05/2018), pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, dan asas kepatutan dalam Pasal
1339 KUHPerdata. Oleh karena itu, perjanjian antara PT. Dipo
Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil tidak sah. Akibatnya,
perjanjian batal demi hukum dan perusahaan pembiayaan dapat

dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Perbuatan yang dilakukan oleh Kreditur tersebut adalah melawan
hukum karena perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari
perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki
4 unsur, dan unsur yang pertama adalah adanya perbuatan yang
melawan hukum yang artinya perbuatan tersebut melawan
undang-undang, hak subjektif orang lain, dan asas kepatutan.

Unsur pertama ini telah terpenuhi, sebab perbuatan Kreditur yang



mengambil paksa kendaraan bermotor milik Debitur berlawanan
dengan POJK 35/05/2018, asas kepatutan, dan hak Debitur.

Unsur kedua adalah adanya kesalahan yang telah dipenuhi
dengan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Kreditur ketika
Kreditur dengan sengaja mengambil kendaraan bermotor milik
Debitur secara paksa. Unsur ketiga adalah adanya kerugian.
Unsur ini sudah dipenuhi dengan adanya kerugian pada Debitur
dalam bentuk rugi dan bunga. Unsur yang keempat adalah adanya
hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang sudah
dipenuhi karena kerugian yang dialami Debitur adalah sebagai
akibat langsung dari pengambilan paksa kendaraan bermotor
miliknya yang dilakukan oleh Kreditur. Oleh Kkarena itu,
pengambilan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh
Kreditur merupakan perbuatan melawan hukum dan sebagai

akibatnya, Kreditur harus membayar ganti rugi kepada Debitur.
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1. Saran

Berikut ini adalah saran-saran yang dapat penulis berikan :

1. Bagi para praktisi hukum yang bertugas untuk merancang,
memeriksa, atau menegosiasikan perjanjian agar waspada untuk
memastikan dalam isi perjanjian tidak ada klausul yang
mengabaikan hak debitur untuk diberikan somasi sebelum
dinyatakan telah melakukan wanprestasi, karena akibat hukum
dari adanya klausul seperti itu adalah perjanjian menjadi batal

demi hukum.

2. Bagi kreditur yang akan membuat perjanjian pembiayaan untuk
memperhatikan isi perjanjian agar tetap menghormati hak-hak
debitur terutama mengenai kewajiban memberi somasi ketika
terjadi wanprestasi. Hal ini disebabkan jika perjanjian tidak
menghargai hak debitur untuk diberi somasi, maka sebagai
akibatnya perjanjian akan menjadi batal demi hukum, sehingga

kreditur akan turut mengalami kerugian.

3. Bagi kreditur yang akan membuat perjanjian pembiayaan agar
tidak melakukan pengambilan paksa terhadap benda milik debitur
jika terjadi wanprestasi. Kreditur hanya bisa mengeksekusi
jaminan dengan kekuatan sendiri jika perjanjian tersebut
berbentuk perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di hadapan
notaris dan dalam perjanjian terdapat klausul yang mengatur
kondisi-kondisi terjadinya wanprestasi dan kondisi-kondisi
tersebut sudah terpenuhi. Sebelum kreditur bisa mengeksekusi
barang yang dijaminkan padanya, kreditur harus memberikan
somasi terlebih dahulu kepada debitur. Jika kreditur tidak
memberikan somasi sebelumnya, maka kreditur akan dikenakan
sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengambilan paksa tanpa

somasi juga merupakan perbuatan melawan hukum menurut
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KUHPerdata dan kreditur yang melakukan hal tersebut bisa
digugat oleh debitur secara perdata.

4. Bagi debitur yang akan membuat perjanjian pembiayaan adalah
agar debitur memahami bahwa dirinya memiliki hak untuk diberi
peringatan untuk memenuhi prestasinya dan tidak bisa semata-
mata dianggap telah melakukan wanprestasi hanya karena
kreditur mengganggap bahwa debitur telah melakukan
wanprestasi secara sepihak.

5. Bagi debitur yang akan membuat perjanjian pembiayaan
mengetahui bahwa ia memiliki hak untuk tidak dilakukan
pengambilan paksa terhadap barang-barang miliknya dan jika
terjadi pengambilan paksa seperti yang terjadi antara PT. Dipo
Star Finance dan PT. Sedayu Citra Mobil, maka debitur berhak

menggugat kreditur atas dasar perbuatan melawan hukum.
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